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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Perkawinan Pada Gelahang merupakan bentuk perkawinan adat Bali 

yang menempatkan suami dan istri sebagai purusa di rumah masing-masing, 

sehingga keduanya tetap memikul kewajiban (swadharma) dan hak 

(swadikara) di kedua keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan 

kedudukan antara suami dan istri, berbeda dengan perkawinan biasa yang 

cenderung mengikuti sistem patrilineal. Dalam praktik di Kabupaten Tabanan, 

perkawinan Pada Gelahang dilaksanakan melalui mekanisme pasobayan 

mawarang, yang menjadi dasar pembagian hak dan kewajiban kedua belah 

pihak.  

Kedudukan suami dan istri dalam perkawinan Pada Gelahang 

menimbulkan akibat hukum langsung terhadap sistem pewarisan dalam adat 

Bali, karena kedua mempelai tetap mempertahankan status purusa di keluarga 

asalnya, maka masing-masing memperoleh kedudukan sebagai pewaris dan 

dapat mewarisi harta keluarga baik dari pihak suami maupun pihak istri. 

Dengan demikian, perkawinan Pada Gelahang menciptakan pola pewarisan 

yang bersifat ganda, yang berbeda dari pewarisan pada perkawinan biasa yang 

lebih menekankan garis keturunan laki-laki.  

Anak-anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang memiliki 

kedudukan dan hak waris pada kedua garis keturunan, yang penentuannya 
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didasarkan pada kesepakatan keluarga melalui pasobayan mawarang. Dalam 

praktik yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, anak laki-laki pertama 

umumnya melanjutkan garis keturunan keluarga ibu, sedangkan anak laki-laki 

berikutnya melanjutkan garis keturunan keluarga Ayah. Pola ini memperluas 

ruang pewarisan bagi perempuan dan memperkuat kedudukan perempuan 

dalam sistem hukum adat Bali, karena perempuan dapat berstatus sebagai 

purusa dan memiliki hak waris secara penuh. 

Selain itu, suami dan istri dalam perkawinan Pada Gelahang tetap 

berhak atas harta warisan dari keluarga masing-masing, dengan pengaturan 

yang bersifat fleksibel sesuai kesepakatan keluarga dan awig-awig desa adat 

setempat. Meskipun praktik pewarisan di masyarakat adat Tabanan masih 

dipengaruhi oleh bentuk perkawinan, kasta, dan perbedaan daerah, perkawinan 

Pada gelahang pada prinsipnya menciptakan model pewarisan yang lebih 

seimbang dan menjadi solusi adat untuk menjaga keberlanjutan garis 

keturunan, khususnya bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki.  

B. Saran 

1. Bagi Masyarakat Adat Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan, 

disarankan agar pelaksanaan perkawinan Pada Gelahang disertai dengan 

kesepakatan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak keluarga, 

terutama mengenai kedudukan anak dan pembagian hak waris, guna 

menghindari sengketa di kemudian hari. Selain itu, masyarakat diharapkan 

lebih efektif untuk memahami dan mencari informasi mengenai 

perkawinan Pada Gelahang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang 
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menganggap bahwa perkawinan tersebut merupakan bentuk perkawinan 

yang melanggar ketentuan hukum adat Bali.  

2. Bagi Kalangan Akademis 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan dan 

pembagian warisan pada perkawinan Pada Gelahang di daerah lain di 

Bali, mengingat setiap desa adat memiliki awig-awig dan praktik 

pewarisan yang berbeda. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta menjadi bahan 

perbandingan dalam pengembangan kajian hukum adat Bali.  

3. Bagi Pemerintah  

Pemerintah daerah, khususnya melalui instansi yang berwenang 

dan bekerja sama dengan desa adat, disarankan untuk melakukan 

penyuluhan hukum mengenai perkawinan Pada Gelahang, baik dari aspek 

hukum adat maupun hukum nasional. Selain itu, diperlukan kejelasan dan 

keseragaman format pencetakan perkawinan Pada Gelahang, terutama 

dalam akta perkawinan, agar dapat mencerminkan kedudukan suami dan 

istri yang tetap berstatus purusa di rumah masing-masing, sehingga 

memberikan kepastian hukum bagi para pihak.  
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